
(1) Dana Desa untuk program prioritas nasional scsuai kewenangan Desa
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (Ll) dan ayat (12)
diprioritaskan untuk:
a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVrD-19) yang merupakan kewenangan Desa.
(2) Pendanaan kegiatan penanganan panderni Corona, Virw:; Disease 2019

(COVID-19) discluruh desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b,
dltetapkan paling scdikit 8% (delapan persen) dari pagu DanafDesa setiap
Desa, eli luar dan tidak termasuk pendanaan unruk BLT Desa, Ij I

BAB III
PRIORJTAS PENGGUNMN DANA DESA

Pasa! 14A

1. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambah 4 (ernpat] Pasal yaitu Pas aI 14A, 14B,
14C dan Pasal l4D schingga berbunyi sebagai berikut:

PasalJ
Beberapa Ketcntuan dalarn Peraturan Bupati Bornbana Nornor 114 Tahun 2020
len Lang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Bento. Daerah
Kabupaten Bornbana Tahun 2020 Nomor 114) diubah sebagai berikut:

Menetapkan : PERA1'URAN BUPA1'l BOMBANA 1'ENTANG PERUBAHAN A'rA!i
P££RATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 114 'rAHUN 2020
TENTI\NG PR10RlTAS P8NGGUNAAN DANA DESA 'rAHUN
ANGGARAN 2021

ME:MUTUSKAN :

15. Peraturan Mcnteri Desa. Pernbangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Lcntang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Bcrita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nornor 1035);

16. Pcraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016
tcntang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupatcn Bornbana [Lcrnbaran Dacra h Kabupaicn Bornbana
Tahun 2016 Nomcr 3);

17. Peraturan Bupati Nomor 55 Tabun 2018 tentang Daftar
Kcwcnangan Desa Bcrdasarkan Hak Asal tJsul dan Kewenangan
Lokal Bcrskala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 20 I9 rentang Peru bahan
ALas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar
f(cwenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewcnangan
Lokal Bcrskala Desa;

1R. Peraruran Bupati Bornbana Nornor 60 Tahun 20 L8 ten tang
Pcngeloluun Kcuangan Desa sebagaimana telah diu bah dcngan
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 LenLan~ Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 ten tang
PengeJolaan Kcuangan Desa;

19. PC'TRI'IITHn Rup:lIi Bornhana Nomor 114 Tahun 2020 tcnrang
Priori U:tS Pengguuaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

20. Keputusan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan
Pcraturan Desa tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja
Desa dan Rancangan Peraruran Desa tentang Peruhahan
Anggaran Pendapatan dan BclanJa Desa Kepada Carnal.
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(1) Pos kornandc Pcnuuguuan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebagairnana dimaksud Pasul 1411merupakan bagian ndak jt:ri1Il'~l'lhkandari
pclaksanaan Sawall Tu~os Corona Vims Disease 201c, (COVID 19) di Desa
atau sebutan lain.

(2) Dalam rangka pelaksanaan Pcmberlakuan Pcmbatasan kegiatan
Mnsyarakat (PPKM) Miklc) di Desa dan pelaksanaan Pos komando Dcsa
sebagairnana dirnaksud Pasal 14A ayat (5) dan Pasal 148 nylll (I) rnaka,
Pcmcrintah Desa rnelakukan langkah-langkah:
a. Rcfokuslng kegiatan dan anggaran untuk mendukung peluksanaan

kcgiatan Pemberlakuan P('mh:~Iasan Kcgiatan Masyarakat (PPKM) Mlkro
di Desa dan pelaksanuan fJUS komando Desa dcngu n rnenetapkan
Peraturun Kcpalc DCSD tentang Pcnjabarun/Pei ubahun Pcnjabaran
APBDesa untuk sclanjutnya disesuaikan dengan Peraturan uesu tentang
APBDesaf Perubahan APUOesa;

b. Kopala Desa segera rncnetapkan Pcraruran KI:PH IH Dcsa tentang
penyelenggaraan pos komando Dcsa:

c. Mcmbenluk dun mcnctapkan Tim pos komando Desa dcngan Keputusan
Kepala Desa;

d. Unruk keberlanjutan pcnyelenggaraan pos komando Dcsu scbagaimana
dimaksud huruf b rnaka, kcpala Desa mcnetapkan Pe-raruran Desa
tentang penyclengguraan pos komando Desa;

e. Mengoptimalkan pelaksanann dan pelaporan pos komando Desa sebagai
satu kesatuan yang tidak te-rpisahkan dalam pelaporan Satuan Tugas
Coron.aVirus Disease 20 19 (COVIO-19)di Desa aWLI sebutan lain.

(3) Mcmbcntuk Tim pelaksanaan fungsi pos komando Desa yang diketuai oleh
kcpala desa dan Kcrua BPD sebagat Wakil dengan susunan terdiri:
a. Tim penccgahan dari unsur pclakaana kewilnyahan, rukun warga (RW),

rukun tetangga (RT), satuan pelindung masyarakal (Satlinmas) ,
pemberdayaan kesejahteraan keluraga (PKK), karang LlU-WI0, tokoh
ugama dan tokoh adat;

b. Tim penanganan dari unsur rukun warga (RW), rukun tetangga [RT),
dokter, bidan dcsa, pcrawat, kader kcsehatan, kader posyandu dan
lenaga kcsehatan lainnya;

c. Tim pembinaan dari rukun warga (RW), rukun tetangga (lIT), saruan
pelindung masyarakat (satlinra~, karang taruna. toknh rnasyarakat,
tokoh agarna dan tokoh adat; \\ ~

PeAsl 148

(3) Penanganan pandemi Corolla Virus Disease 20]9 (COVID-19) sebagaimana
dimaksud ayat (2) dilakukan melalui pos komando Pcnanganan pandemi
Corolla Virus Disease 2019 (COVID-19) ditingkat Desa atau pos jaga di Desa,

(4) Pos kornando Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2()1() (COVID-19)
atau pos jaga scbagaimana dirnaksud ayat (3) memcliki fungsi:
a. Pencegahan;
b. Pcnanganan;
c. Pembinaan: dan
d. Pcndukung Pelaksanaan Pcnanganan Corona Virus Disea$e 2019 (COVID-

19) di tingkat desa.
(5) Rincian kegiatan Pcnanganan pandcrni Corona Virus Disease 2019 (COVTD

J 9) tcrmasuk pclaksanaan Pcmbcrlakuan Pembatasan Kegiutan Masyaraknt
(PPKM) Mikro di desa Yllng dilaksanakan olch Dcsa berdasarkan fungsi
sebagairnana dimaksud ayal (4) bcrpedoman pada keteruuan peraturan
pcrundang-undangan.

(6) Kcpala Dcsa mclakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan
pcnanganan pandemi Corolla Viru« Disease 2019 (COVID-19)acsuui dengnn
peraturan pcrundang-undungan.
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d. Tim pendukung dad unsur perangkat desa dengan koordinator sekretaris
desa;

e. Tim sebagairnana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan ketersediaan
a_"ggaran dan kondisi sumbcr daya yang ada.

(4) Tim sebagaimana dirnaksud ayat (3) mernpunyai tugas:
a. Tim Pencegahan

1) Melakukan pendataan terhadap warga yarlg mcnjadi suspek,
terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVlD-19), orang lanjui
usia dan rnasyarakat yang keluar rnasuk Desa;

2) Melakukan esosialisasi penerapan protokol kesenaran yakni mencuci
tangan, rnemakai masker, rnenjaga jarak dalarn wilayah Desa;

3) Melakukan sterilisasi fasilitas urrrum dan Iasilitas sosial di wilayah
Desa secara berkala;

4] Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfcktan serta
tempat sampah medis dan non medis disetiap Iasilitas UIDwn dan pos
komando Desa, dan

5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
b. Tim Penanganan

1) Berkoordinasi dengan Puskcsmas terkait dengan kondisi warga yang
dipantau;

2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfinnasi Corona
Virus Disease 2019 (COVlD-19);

3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang
terkonfirrnaai Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui test
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam rnasa isolasi rnandiri;
5) Melakukan pcndataan terhadap masyarakat yang rerkonfirrnasi

Corona Vilus Disease 201'9' (COVID"i9).
c. Tim Pcrnbinaan .

J) Mernberikan pembinaan sosial yang bersilat edukatif scsuai dengan,
kewenangan Dcsa dan kearifan lokal yang ditetapkan rnelalui
Peraturan Desa;

2) Pembinaan sebagaimana di rnaksud pada angka 1 (satuj,
berkoordiriasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta rnitra
Desa lainnya sesuai bidangtugas;

3J Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokoJ keschatan mclalui
peneguran dan pernbatasan kegiatan di Desa; dan

4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan
pelanggaran protokol kcsehatan.

d. Tim Pendukung
1) Mernfasititasi operasional dan adrnnistrasi pelaksanaan ])OS komando

Desa Corona Virus Disease 2019 (COVlD-19);
2) Mernbuatsistem informasi kesehatan warga Desa;
3) Bersarna tim sesuai bidang rugasnya rnenyediakan dan

mendistribusikan logistik sesuai kebutunan:
4) Melakukan susialisasi protokol kesehatan dan penanganan Corona

Virus Disease 2019 [COVlD-191 serta penccgahanya kepada
masyarakat: dan

5j Mc1aporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
(5) Scsuai dengan Iungsinya, lim daJam pelaksanaan pos kornando Desa

berkoordinasi dengan Bhabinkarntibmas, Babinsa, Satpol PP, Satgas Corona
Vi71.l.$ Disease 2019 (COVID- TCJ) eli Kecarnatan, Puskesmas, pendamping
desa, pcnyulun dan mitra desa laiunya.

(6) Pemberlakuan pos komando Desa merupakan bagian ridak terpisabkan dari
pelaksanaan tugaSt(Sa;gas Corona Virus Disease 2019 (COV1D-19) atau
sebutan lainnya. , l
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(1)Penyaluran D,JIl8 Desa untuk mend'uktrng penanganan parrdcmi Corona
Virus Disease 2019 (COVill-19) dilakukan sebc,il-,aling sedikit 8(tc,
(delapan pcrscn) dari pagu Dana Dcsa setiap De sa. ~

BAB [VA
PENYALURl\N DANA DESA

UNTUK PENANGANANPANDEMI CORONA VIRUS 1118 Il:ASF.:201 9 (COVID-19)
Pasal 26A

(1) Untuk mcndukung percepatan pencapaian SDOs Desa sebagaimana
dimaksud rasa 1 13 aya t (2) rnaka, desa dapar mcmbcntuk 'rim Pendutu
SDGs Dcsa yang ditetapkan dengan Surat Kcputusan Kepala I)(!Sil.

(2) Dalarn melaksanakan tugasnya Tim Pendata SOOl-SDesa ::;~lJl;Igaim(.lna
dimuksud ayat (I) dibcrikan biaya operasional pendataan anrara lain:
A dana pembekalan;
b. danu transportasi;
c. dana konsumsi;
d. pcmbclian tetepon genggam dengan spesifikasi paling rendah rUlI(lUIfI

access mem.ory 3 (riga) megabyte dan penyirnpanan 64 [enarn puluh
ernpat] (!i{Jo.fiyiP.;

e. pulsa internet uuh:UII;IJl; <.Iwl/ atau
f. dana lainnya sesuai dengan kowonarigan Desa dan diputuskan dalarn

Musyawarah Desa,
(3) Selain biaya operasional sebagaimana dirnaksud ayat (2). pelaksanaan

Musyawarah Dcsa terkait pernutakhiran data SDOs Desa dl'lpal rlihebankan
pada Dana Desa atau surnber pendapatan Jain dalam Anggaran Pcndapatau
dan Belanja Desa.

(4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) dlsesuaikan dcngan
kcbutuhan Tun dcngan rnemperhatikan .Jurnlah Penduduk dan luas
Wilayah Desa.

(5)Tim Pendata SDOs Desa sebagaimana dimaksud ayat (I) wajib
menyampaikan laporan hasil pendataan SDGs Desa kcpada Bupati
Bombana melalui Dinas Pernbcrdayaan Masyarakat dan Dcsa daJam bentuk
softcopy dan hardcopy.

2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan I [saru] BAD yakni DAD IVA dan
ditarnbahkan 2 (dua] Pasal yakni Pasal 26A dan Pasal 268 sebagai herikut:

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak, guna
mendukung Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pcrnerintah
Desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk:
a, menyediakan alat pelindung diri (APD) bagl petugas pcmilihan Kopala Desa

scrcntak scsuai dcngan standar alat pelindung diri (APD) yang ditctapkan oleh
dinas/ instansi terkair;

b. menyediakan ternpat cud Langan dGlIl/atau cairan pernbcrslh Langan(hand
sanitizer) dilokasi pemilihan Kepala Desai

c. melakukan pcnyemprotan cairan disinfektan dilokasi pemilihan Kepala
Dcsa sebelum dan sesudah peJaksanaan pemilihan kcpala Dcsa scsuai
dengan kebutuhan; dan

d. menvediakan sarana prasarana pendukung lainnya untuk meningkatkan
disiplin protokol keschatan mcrnakai masker, rnencuci iangan, dan
rnenjaga jarak (3M)dalam pclaksanaan pemilihan Kepala Desa sereniak,

(2) Pengalokasian Dana Desa sebagairnana dirnaksud ayat (1) menjadi bagian
dari Minimal 8% (delapan persen] dari pagu Dana Desa,

Pasa.! J 40

Pasal14C
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(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap 1, Dana Desa sr-besar paling
sedikit 8°1.. (deJapan persen] sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 26/\
ayat, (l) disalurkan screlah Kuasa Penggu.na Angguran Penval'urnn
DAna Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa rnenerrrna dok urncn berupa:
a. Rincian Dana Dcsa setiap Desa yang ditandarangani olch pirnpirian

organlsasi pe-rarrgkat daerah yang menyele nggara kan LJ.r1.1San

pcngeJolaan keuangan daerah; dan
b. sural kuasa perniriduhbuktmn Dana Desa yang ditandauingani oleh

Bupau.
(2) Rincian Dana Dcsu sctiap Desa sebagaimana dimuks ud puda ayat (1)

huruf a, dib asilkari seielah Bupati menandai nes:-I yang lnyak S8JlU·

rnelalui aptikasi Online Moniwring Sisrcm Pcrbenduh araan dan
1\]1ggnrari Ncgar a.

(~) 8isa Dana Dcsa tahap I yang belurn disalurkan selain yang sebcsar 8,)"
(dclapuu perseu] sebagaimana dirn akaud pada ayat (I), disallJTkan
setelah Kuasa Pcngguna Anggaran Penyahrran Darra Alokasi KhIIsm;
Fisik dan Dana I)(:sa mcncrima dokumen dari Bupau bcrupa:
a. Peraturun Desa tentang Anggaran Pend apat an dan Belanja Desai

dan
b. Perarurau Buputi mcrigen ai Tata Can! Pernbagian dan Penet apan

Rinc.ian Dana Desa setiap Desa.
(4) Dokumen persyararan penyaluran scbagairnana dim ak sud pacta ayat

(I) dan ayat (31 dusarnp aik an dengan Sural Peugantar yang
rlit andaranganl oleh BupalijWakil Bupati. atau pejabat .vallg du.unjuk ,

(5)Sural pcngaru.ar sebagaima .ria dimukaud pada ayat (4) bcscrta dokumcn
pcrsyaralan penvaluran Dana Desa sebagairnana dirnak surl pada ayat
(1) dan <l.yal (3\ disampaikan kepada Kuasa Pcngguna Anggaran
Penyalurrm Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa rnelalui Aplikasi
Online Monitormg Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

(6)Dalaru hal kebuluhan duh.··ungan pendanaan pc:narJganan Corona Virus
DiSease 20]9 (COvlD.19) nlelebihi riCIn g0/r. (deJapan perst'nl dari pagu
Dana Dcsa seLiap Desa, pcmcnuhan kebulub;,iJl puu.lanaa.l1 dapat
men~LUlu.l<an3nggaran Dan~'LDesa tahap Iyang lelah disaJurkan di iuer
kebuluhafl Dana Desa untuk BL'T D{:sa.

(7)Oagl Des'l yang Lelah sahu Dana DeHa tahap I, duJeungan pendaoaall
penanganan Corona \lirus ])isetlse 2019 (COVID-19)paling sediklt sebesar
WYo, (dclapan persen) sebagairll<wa di.l.llaksuri dalam PHsal 26,1\ayar (1)
mcnggunakan <lnggara.n Dana Desa tah:3Jl ya_tg lelah disalurkl'lT1 cJiluar
kebutuhan Dana De.sa unruk BLT De::;a. t

Pasal268

(2)Pagu Dana Desa setiap Desa sebagairnana diruak sud pada ayat P)
berdasarkan Pcraturan Bupati rnengenai tata cara pernbagian dan
penetapari rincian Dana Desa setiap Desa.

(3) Pcnyc lurun Dana Dcsa scbcsar paling scdikit 8% (deJapan persen) d ari

pagu Dana Dcsa sctiap Desa sebagaimana dimaksud pada aya I (I)
merupakan bagian dari penyalur an Dana Dcsa tahap Idi luar kebutulran
Dana Desa unruk RLT De-sa.

(4)Dalarn hal Dana Desa sebesar paling sedikit 8% (delapan persenl rclah
disutur kan bcrdaaark.an tabcl rcfcrcnsi alokasi Dana Desa per Desa pada
Apl ik aai Online Monitoring Histcm Perbenrlaharuan dan Anggaran
Nt:!g<lr<lscbuguiruuua dimaksud pada ayat (3), Bupaui mclak'ukan
pcrnut.akhrran pagu Dana Desa setiap Dcsa SCSlW.I Peraturan Bupat.i
yang rnenjadi persyararan pcnyaluran tahap 1.
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MAN ARF
BERTTA AERAH KABUPATENBOMBANA TAHUN2021 NOMOR ..~3

Diundangkan di Rurnhia
pada tanggal, 20 Af(L,\' 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

\

2

NO UNIT/SATll!N KERJA PA~j;'
1 ~a1A ~

'(

2021PARAF KOORDINASI

H.T

Diteta
pada
BUP

Pasaln
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ianggal di undangkan.
Agar seriap or:-mgdapat rnengetahuinya, memerintahkan Pcngundangan Peraturan
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

(8)Dalam hal keburuhan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus
Disease 201Q (COVTD-19)yang bersumber dari penyaturao Dana Desa
iahap I diluar kebutuhan Dana Desa unruk Bt,T ')esH sr-bagalrnana
dimaksud dalarn ayat (6) dan ayat (7) tidak mencukupi, pe-rnenuhun
kcbutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran Dana Desa tahap
IT.

-8-
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BUPATI BOMBANA
PROVTNSI SULAWESI TENGGARA

PERATURANHUPATl BOMRANA

NOMOR .3> TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATI BOMBANANOMOR 114 TAHUN 2020
TENTANG PRlOJ{ITAS PENGGUNAANDANADESA TAHUN ANGGARAN2021

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPAT[BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan daJam Peraturan Bupati Bornbana
Nomor 114 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa, Tata Cara Pernbagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021
dipandang beLum efektif dalam pelaksanaannya rnaka, perlu
dilakukan pcrubahan dan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. dimaksud
dalam huruf a, perlu rnenetapkan dengan Peraturan Bupati
Bombana tentang Pcrubahan Atas Peraturan Bupati Bombana
Nomor 114 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunasn Dana
Desa, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara
Republik lodoncsia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Vndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagairnana Lelah diubah
dcngan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan LembaranNegara Republik lndonesiaNomor 6349);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tarnbahan
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 549S);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerintahan
Daerah (Lembaran NegagaRepublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nemer 5587) sebagairnana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, T1brhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemer 5.679); ,l



6. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pcndapatan dan Bclanja Ncgara Tahun 20.20 (Lembaran Negara
Rcpuhlik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 6410);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pcnetapan
Pcrai uran Pemermtah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tcntang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Kcuarigan untuk Penarigarian Pandemi Corona
V,ruS Disease 2019 (COVrO-19) dan Ztuau dalam rangka
menghadapi Ancaman yang Membahayukan Pcrckononuan
Nasional danl atau Stabilitas Sistern Keuangan rnenjadi
Undang-Uudang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lcrnbaran Ncgara
Rcpublik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraruran Pemerintah Nomor '13Tahun 20 I '1 tentang Peraruran
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcnta ng
Dcsa (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nornor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraiuran Pernerintah
Nomor 11 Tahun 201') tentang Pcrubahan Kcdua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 rabun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 teruang
Dosa (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor
6321);

C), Peraruran Pemerinrah Nomor nO Tahun ?014 renrang Dana
Desa yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan 8elanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagairnana Lelah diubah tcrakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Alas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Dcsa yang bersurnber dnri Anggaran Pendnpntan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Kepublik J ndonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pcngawasan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2U17 Nomor 73, Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor (041):

It. Peraturan Merneri Dalam Ncgeri Nornor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Be rita Negara Republik lndonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraruran Menteri Keuangan Nnmor I'll /P'vfK.07/20 1q tent.ang
Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dalla Desa
untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan lntervensi
Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

13. Peraturan Menleri KeuanganNomor 222/PMK.07/2020 tentang
PengeloJaan Dalla Desa [Bcrita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Komar 1641);

14. Peraruran Menteri Keuangan Nornor 17/PMK.07/2021 tcntang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan
Pandcrui Corona Virus Disease 2019 (COVlD-19) dan
Dampaknya (BtU, Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 149); , L
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